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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Kesehatan adalah salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus 

diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 melalui 

pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kesehatan merupakan salah 

satu penting yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, oleh karena itu peningkatan 

kualitas suatu hidup manusia dibagian kesehatan merupakan hal yang sangat 

penting untuk meningkatkan kesehatan bagi masyarakat baik fisik maupun non-

fisik sudah dilakukan sejak dini, yaitu salah satunya dengan memberikan vaksin 

sejak dini untuk anak-anak.1 Anak merupakan generasi yang akan menjadi 

penerus dalam suatu bangsa. Keadaan anak dimasa sekarang dipengaruhi masa 

balitanya terutama pada dua tahun pertama tumbuh kembang anak. Dua tahun 

pertama adalah masa keemasan bagi terbentuknya otak manusia. Oleh karnanya 

masa ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Demikian pula pada anak-anak 

balita. Usia dibawah 5 (lima) tahun merupakan masa-masa rawan gizi dan 

penyakit. Pemberian vaksin sejak dini sangat dibutuhkan oleh anak-anak guna 

untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. 

Vaksin berasal dari bahasa latin vacca (sapi) dan vaccinia (cacar sapi). 

Vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi 

 
1 Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak ,PTIKJakarta: 2016 hlm, 

30. 
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dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah di olah berupa toksin 

mikroorganisme yang diolah menjadi toksid, rekombinan yang apabila diberikan 

kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap 

penyakit infeksi tertentu.2 Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

permintaan vaksin sangat berkembang pesat. Merujuk pada kondisi ini ketersedian 

vaksin merupakan salah satu komponen kesehatan yang sangat penting sebagai 

bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat agar anak tidak mudah terserang 

penyakit. Pemberian vaksin terhadap anak dilakukan dalam rangka untuk 

memproduksi sistem immune (kekebalan tubuh) seseorang terhadap suatu 

penyakit. Berdasarkan teori antibodi, ketika benda asing masuk seperti virus dan 

bakteri ke dalam tubuh manusia, maka tubuh akan menandai dan merekanya 

sebagai suatu benda asing. Kemudian tubuh akan membuat perlawanan terhadap 

benda asing tersebut dengan membentuk yang nama antibodi terhadap benda 

asing tersebut. Antibodi yang dibentuk bersifat spesifik yang akan berfungsi pada 

saat tubuh kembali terekspos dengan benda asing tersebut. Tak dapat dipungkiri 

vaksin merupakan kontributor terbesar bagi kesehatan masyarakat dan antibiotik. 

Vaksin adalah suatu produk biologik yang terbuat dari kuman, komponen kuman 

atau racun kuman yang telah dilemahkan atau dimatikan dan berguna untuk 

merangsang timbulnya kekebalan tubuh seseorang.  

 Pada Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 

 
2 Rahmatiah, Pengaruh Vaksinasi Terhadap Kekebalan Tubuh Bayi, 

www.lpmpsulsel.net/v2/index.php/pengaruh-vaksinasi-terhadap-kekebalan-tubuh bayi/ebuletin, 

diakses tanggal 1 Oktober 2019, Pukul 15.30 WIB 
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berhak memperoleh pelayanan kesehatan3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan rakyat 

merupakan salah satu modal pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan 

bangsa, dan mempunyai peranan penting dalam penyusunan masyarakat adil, 

makmur, dan sejahtera. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah tentunya 

bertujuan agar kesehatan dan kekebalan tubuh masyarakat terjaga. Namun tidak 

dapat dihindari, bahwa upaya mulia tersebut terganjal dengan adanya peredaran 

vaksin palsu. Beredarnya vaksin palsu saat ini telah membawa konsekuensi 

terhadap permasalahan hukum dan permasalahan kesehatan pada tubuh balita. Hal 

ini juga dapat merugikan konsumen (pengkonsumsi vaksin), karena disamping 

membeli barang yang tidak bermanfaat, kondisi kekebalan balita dapat terganggu 

akibat mengkonsumsi vaksin palsu. Pembuatan vaksin palsu bukan hanya sekedar 

melanggar aturan hukum yang berkaitan dengan kesehatan yang membawa 

dampak kerugian kepada konsumen, akan tetapi juga mengenai perlindungan 

terhadap anak dari dampak vaksin palsu tersebut.4 Beredarnya   vaksin   palsu   

bertentangan   dengan   beberapa aturan hukum antara lain; Pertama mengenai 

hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

khususnya  Pasal 4 huruf a yaitu “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan 

keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”; Kedua, mengenai mutu 

dalam meproduksi sediaan farmasi yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yaitu “Sediaan 

 
3  Sekertariat Jendral MPR RI, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, (Jakarta, 

2002). hlm. 157 
4 Yuliana Surya Galih, “Kewajiban Negara Melindungi Anak Bangsa” , Galuh Justisi, Vol.5,  

No.1 Maret 2017, hal. 1, https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/249 diakses 

pada tanggal 10 Februari 2020 jam. 23.47 

 

https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/249
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farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan 

terjangkau”; Ketiga, mengenai izin edar produk farmasi yang diatur dalam Pasal 

106 ayat (1) UU Kesehatan yaitu “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat 

diedarkan setelah mendapatkan izin edar”4; Keempat, mengenai pelanggaran 

merek, mengingat merek merupakan aset ekonomi bagi pemiliknya baik individu 

maupun perusahaan/badan  hukum.5 Dalam ketentuan pidana pasal 100 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun  2016 tentang  Merek dan Indikasi Geografis: Setiap 

orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama dengan Merek 

terdaftar milik pihak lain yang diproduksi/diperdagangkan dapat dipidana penjara 

atau denda. 

 Salah satu kasus vaksin palsu beberapa tahun yang lalu terjadi di daerah 

Bekasi. Pelaku pembuat vaksin palsu ini merupakan pasangan suami istri yang 

bernama Hidayat Taufiqurahman dan Rita Agustina, dan pelaku lain sebagai 

pengedar. Vaksin-vaksin yang dipalsukan tersebut antara lain Vaksin Engerix B, 

Vaksin Pediacel, Vaksin Euvax B, Vaksin Tripacel, Tyberculin PPDRT 23, 

Vaksin Penta-Bio, Vaksin TT (tetanus), Vaksin Campak, Vaksin Hepatitis B, 

Vaksin Polio bOPV, Vaksin BCG dan Vaksin Harvix. dari pengakuan para pelaku 

vaksin palsu sudah menyebar di Indonesia sejak tahun 2003. Kasus ini terungkap 

berawal dari informasi masyarakat dan pemberitaan di media massa megenai 

adanya bayi yang meninggal dunia setelah di imunisasi. Selain itu ditemukannya 

fakta bahwa banyak anak yang kondisi kesehatannya terganggu setelah diberikan 

 
5Kartika Tarigan, BPOM: Ini daftar 12 vaksin yang di palsukan, 

”https:/m.detik.com/news/berita/bpom-ini-daftar-12-vaksin-yang-dipalsukan, diakses pada tanggal 

1 Oktober 2019, Pukul 21:42 WIB. 
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vaksin dan ada pula laporan pengiriman vaksin balita di beberapa puskesmas yang 

mencurigakan. Dari penggeledahan dan pemeriksaan yang dilakukan kepolisian, 

Diketahui para pelaku menggunakan cairan antitetanus yang dicampur dengan 

cairan infus sebagai bahan dasar vaksin palsu. Kedua cairan tersebut lantas 

dimasukkan kedalam botol bekas. Menurut ahli vaksin, ada dua efek negatif 

pemberian vaksin palsu pada bayi, yang pertama dampak keamanan vaksin palsu 

itu dan yang kedua dampak proteksi atau kekebalan, yakni bayi yang diberi vaksin 

palsu tentu tidak memiliki proteksi atau kekebalan. Dia menambahkan, 

kemungkinan jangka pendek yang dapat terjadi adalah timbulnya infeksi karena 

proses pembuatan vaksin palsu yang tentu tidak steril bisa tercemar virus, bakteri, 

dan lain sebagainya yang tidak baik untuk kesehatan. Infeksi bisa bersifat ringan 

bisa juga infeksi sistemik, infeksi berat leukosit meningkat, anak jadi sulit makan 

dan minum hingga terjadi penurunan. Sementara itu, untuk dampak proteksi 

tujuan vaksinasi tidak tercapai yaitu membentuk kekebalan tubuh sebelum 

seseorang jatuh sakit. 

 Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung 

sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu 

tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan 

dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis 

pelanggaran terhadap dua norma dasar6 : 

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong 

dalam kelompok kejahatan penipuan. 

 
6Rahmatiah, Pengaruh Vaksinasi Terhadap Kekebalan Tubuh Bayi, 

www.lpmpsulsel.net/v2/index.php/pengaruh-vaksinasi-terhadap-kekebalan-tubuh bayi/ebuletin, 

diakses tanggal 1 Oktober 2019, Pukul 15.30 WIB 
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2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam 

kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat. 

Pengaturan mengenai pengamanan dan penggunaan vaksin di Indonesia 

diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

menyatakan bahwa : 

1. Sediaan farmasi, alat kesehatan harus aman, berkkhasiat /atau 

bermanfaat, bermutu dan terjangkau ; 

2. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang 

mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan 

mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ; 

3. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, 

pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi 

standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah ; 

4. Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan 

mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

 Pengertian obat sendiri adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk 

biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi 

atau keadaan patalogi dalam rangka penetapan diagnosis pencegahan, 

penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, kontrasepsi untuk manusia7 

Dilanjutkan dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini telah 

 
7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 Tentang Registrasi Obat 
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jelas mengatur tentang hukuman pidana bagi pelaku yang mengedarkan obat atau 

sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, tapi mengapa makin 

banyak yang melanggarnya dan dalam peraturan atau undang-undang haruslah 

mempunyai ketegasan dalam menyikapi kejahatan yang menyerang kesehatan ini , 

agar Undang-Undang tersebut bukan hanya sekedar Peraturan tertulis yang tidak 

mempunyai efek apapun bagi siapa saja yang melanggarnya. 

Penyebaran vaksin palsu yang dilakukan oleh produsen atau distributor 

vaksin palsu kerap mengelabui pelangganya dengan mengatakan vaksin yang 

ditawarkan tersebut merupakan vaksin asli. Produsen dan distributor vaksin palsu 

juga memanfaatkan peluang di saat rumah sakit dan klinik kekurangan stok vaksin 

dari distributor resmi. Mereka juga memanfaatkan kebutuhan rumah sakit yang 

mencari vaksin dengan harga yang jauh lebih murah dari biasanya.  

 Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai 

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI 

KORBAN DALAM TINDAK PIDANA VAKSIN PALSU” 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan 

penelitian ini adalah, sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban 

dalam tindak pidana vaksin palsu ?  

2. Bagaimana restitusi terhadap anak yang menjadi korban dalam tindak 

pidana vaksin palsu ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah : 

A. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban 

dalam tindak pidana vaksin palsu. 

B. Untuk menganalisis proses restitusi terhadap anak yang menjadi korban dalam 

tindak pidana vaksin palsu. 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

1. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan tentang 

perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak 

pidana vaksin palsu. Sehingga nantinya diharapkan tidak ada lagi 

kejahatan di bidang Kesehatan. 

2. Diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan 

memperkaya kepustakaan (khazanah intelektual khususnya dalam 

bidang kesehatan), dan dapat menambah wawasan pembaca tentang 

masalah Hukum Kesehatan. 

b. Secara Praktis 

Penelitian ini berguna bagi peneliti sendiri, mahasiswa, pembaca, 

masyarakat, serta bagi peneliti berikutnya dalam membantu 

memberikan masukan dan tambahan pengetahuan khususnya 
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mengenai kejahatan pengedaran vaksin palsu ditinjau dari Hukum 

Pidana Indonesia. 

E. Kerangka Teori 

Perumusan kerangka teori dan konseptual adalah tahapan yang amat 

penting, karena kerangka teori dan konseptual ini merupakan separuh dari 

keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri8 Agar penelitian ini tidak 

melebar dan melenceng maka kerangka teori dan kerangka konsep akan 

dijabarkan sebagai berikut : 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan 

pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi 

dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai 

bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam 

berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, 

pelayanan medis, dan bantuan hukum.9 Perlindungan hukum juga 

merupakan suatu hal yang menyesuaikan nilai-nilai hukum dan nilai-

nilai yang hidup dalam masyarakat guna melindungi setiap individu 

yang diatur oleh suatu sistem hukum. Perlindungan hukum merupakan 

suatu usaha yang diberikan oleh hukum untuk melindungi setiap 

individu atas hak-hak asasi yang dilanggar. Dalam prakteknya 

perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yakni : 

a) Perlindungan hukum preventif 

 
8 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada: 

Jakarta, 1997, hlm 112 
9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta: 1984, hlm  133 
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 Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan 

tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal 

ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan 

maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan 

rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu 

kewajiban. 

b) Perlindungan hukum represif 

 Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir 

berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan 

yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah 

dilakukan suatu pelanggaran.10 

Adanya suatu perlindungan hukum tidaklah terlepas dari peran 

negara sebagai suatu institusi yang bertugas untuk menjamin perlindungan 

kepada setiap warganya. Perlindungan korban dalam hukum pidana positif 

di Indonesia lebih banyak merupakan perlindungan abstrak dalam arti 

perlindungan tidak langsung. Adanya perumusan tindak pidana dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan, dapat dikatakan telah ada 

perlindungan in abstracto secara tidak langsung terhadap kepentingan dan 

hak asasi korban tindak pidana.11 Esensi perlindungan hukum terhadap 

penanam modal adalah suatu perlindungan yang memberikan jaminan bagi 

seorang penanam modal , bahwa ia akan dapat menanamkan modalnya 

dengan situasi yang fair terhadap para pihak yang terkait dengan hukum, 

 
10 ibid 

 11 Barda Nawawi Arief. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), bahan Penataran 

Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakuitas Hukum Universitas Dipanegoro, Semarang. 

1998. Hal 73 
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masyarakat, dan pihak-pihak lainnya, terutama dalam hal mendapatkan 

akses informasi mengenai situasi pasar, situasi politik dan masyarakat, 

asset yang dikelola oleh penanam modal, peraturan perundang-undangan, 

dan lain sebagainya. 

2. Teori penegakan hukum 

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan 

sarana hukum tertentu untuk memastikan dan memaksakan sanksi hukum 

guna menjamin penataatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut.12 

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide 

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. 

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah 

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam 

kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai 

tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan 

kedamaian pergaulan hidup.13  

Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan 

ide-ide dari hukum itu sendiri. Menurut Satjipto Raharjo secara 

konsepsional efektifitas penegakan hukum sekurang-kurangnya di 

pengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu : 14 

a. Sumber daya peraturan perundang-undang; 

b. Sumber daya manusia penegakan hukum; 

 
 12 Satjipto Rahardjo., Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru :Bandung,2008 hlm 24 

 13 Soerjono Soekanto., Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres: 

Jakarta,1983, hlm 35 
14 Satjipto Raharjo,1983,Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologi, Rineka 

Cipta: Jakarta,hlm.25. 
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c. Sumber daya fisik (sarana dan prasarana) penegakan 

hukum; 

d. Sumber daya keuangan; dan  

e. Sumber daya pendukung lainnya berupa kesadaran hukum 

masyarakat dan prakondisi yang dipersiapkan untuk 

mengefektifkan penegakan hukum. 

Menurut Friedman berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum 

bergantung pada tiga hal, yakni : 

a. Struktur hukum (stucture of law) yaitu aparat penegak 

hukum; 

Sturktur hukum terdiri dari lembaga hukum yang ada 

dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang 

ada. 

b. Substansi hukum (substance of the law) yaitu perangkat 

peraturan perundang-undangan; 

Subtansi hukum menyangkut peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan hukum 

yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak 

hukum. 

c. Budaya Hukum (legal culture) yaitu hukum yang hidup 

(living law) yang dianut dalam masyarakat. 

Budaya hukum,yaitu mencakup opini-opini, kebiasaan-

kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari 

para penegak hukum maupun warga 
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masyarakat.Penataan struktur hukum dan kualitas 

subtansi hukum tanpa didukung budaya hukum maka 

penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. 

Budaya hukum masyarakat yang tinggi, adalah 

masyarakat yang tidak cenderung melanggar hukum.15  

Hukum tidak sekedar merupakan pedoman saja, sekedar dekoraism 

ataupun perhiasan semata, hukum haruslah dilaksanakan, ditaati, 

dipertahankan dan ditegakkan. Pelaksanaan hukum dalam kehidupan 

masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting, 

dikarenakan apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada 

pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman didalam 

masyarakat hanya akan dapat terwujud apabila hukum dapat 

dilaksanakan apabila tidak maka peraturan hukum yang hanya berisi 

susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan 

masyarakat akan mati dengan sendirinya.16 

F. Ruang Lingkup 

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang 

hukum pidana dengan fokus mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang 

menjadi korban tindak pidana vaksin palsu. Untuk mendapatkan gambaran yang 

lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, maka itu penulis 

hanya membatasi masalah tentang Perlindungan hukum terhadap anak yang 

menjadi korban tindak pidana vaksin palsu. 

 
 15 https://masalahukum.wordpress.com/2013/10/05/teori-penegakan-hukum/ diakses pada 

tanggal 31 Oktober 2019 pukul 23:06 

 16 R Agung Wibowo., Penegakan Hukum Pidana, Program Pascasarjana UI, 

Jakarta,2008,   hlm 13 

https://masalahukum.wordpress.com/2013/10/05/teori-penegakan-hukum/
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G. Metode Penelitian  

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode 

sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisanya. Dalam melakukan 

penelitian hukum seyogyanya selalu mengikatkan dengan makna yang mungkin 

dapat diberikan kepada hukum.17 Dalam penulisan penelitian ini, penyusun 

menggunakan metode penelitian  sebagai berikut 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

penelitian pustaka (library research) atau penelitian kepustakaan bersifat 

normatif, yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data dari sumber-

sumber kepustakaan seperti buku atau kitab yang mempunyai relevansi dan 

hubungan dengan objek penelitian. Sedangkan objek penelitian dalam skripsi ini 

berupa sanksi bagi pelaku tindak pidana pengedaran vaksin palsu. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini penulis lakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis 

komparatif, yaitu suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas 

hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku18. Penelitian ini bersifat deskriptif 

analisis komparatif yaitu menyajikan gambaran tentang Tindak Pidana 

pengedaran vaksin palsu ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia. Penelitian ini 

mengkaji asas-asas dan norma-norma suatu sistem hukum yang dilakukan dengan 

cara meneliti bahan pustaka atau data primer dan sekunder 

 
 17Dimyati kudzaifah & Wardiono Kelik, Metode Penelitian Hukum, Universitas  

Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2004, hlm. 3. 
18 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta:2015, hlm. 25. 



15 
 

 

3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif 

yang mengambil dan mengumpulkan data yang berupa peraturan perundang--

undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan bukubuku lainnya.  

Sedangkan Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah ada 3 yaitu 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang 

meliputi : 

1. Bahan Hukum Primer  

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang 

mengikat, untuk memperoleh bahan hukum primer, penulis 

mengambil dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Adalah yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer. 

Untuk memperoleh bahan hukum sekunder penulis mengambil dari 

beberapa buku-buku ensiklopedia hukum pidana ,hukum kesehatan, 

jurnal, makalah yang berkaitan dengan pengedaran vaksin palsu. 

4. Bahan Hukum Tersier 

Adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder seperti artikel, dan lainnya. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan. 

Studi kepustakaan semacam ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data 
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atau informasi dari berbagai sumber pustaka19. Dalam hal ini bahan-bahan 

pustaka itu diperlukan untuk menganalisis materi-materi yang 

mengemukakan permasalahan yang akan dibahas. 

6. Metode Analisis Data 

Dalam menganalisis data, penulis menerapkan analisis secara kualitatif. 

Dengan teknik ini penulis berusaha mengkualifikasikan data-data yang telah 

diperoleh dan disusun, Selanjutnya hasil dari data-data tersebut 

dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir 

induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan 

konkrit yang dihadapi. kemudian melakukan interpretasi dan formulasi. 

7. Teknik Pengolahan Data 

 

 Data-data yang diperoleh dan terkumpul nantinya akan diolah dan 

dianalisis secara kualitatif20, secara deskritif yaitu memberikan gambaran 

secara menyeluruh dan sistematis mengenai sanksi hukum dalam tindak 

pidana pengedaran vaksin palsu ditinjau dari hukum pidana Indonesia dan 

faktor penyebab vaksin palsu bisa beredar di Indonesia. Kemudian 

dilakukan secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan melalui 

angka, tetapi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang 

disesuaikan dengan kenyataan yang ada. 

 
19 Bahdin Nur Tanjung dan Ardial, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Kencana Prenada 

media Group, Medan: 2005, hlm. 2 

20 Beni Ahmad Saebani, 2009. Metode Penelitian Hukum. Pustaka setia : Bandung , hlm.93. 
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8. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian skripsi ini menggunakan logika 

deduktif. Aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan 

(dikonkritisasi) dalam wujud peraturan hukum yang konkrit, sehingga dapat 

ditafsirkan, dan dapat diperoleh kesimpulan dari pembahasan sebagai upaya 

untuk mengetahui jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam 

skripsi ini.21 

 
21 Arikunto, Manajemen Penelitian, Rineka Cipta : Jakarta, 2009, hlm. 72. 
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